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ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pemohonan judicial review atas Pasal
7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang di gukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan. Adapun pokok
persoaan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 7
Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tersebut menghalangi kerja-kerja advokasi kesehatan reproduksi yang
dilakukan oleh yayasan tersebut. Pemohon juga menilai bahwa tersebut
sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga usia nikah
layak untuk di naikkan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi justru
menolak permohonan dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-X11/2014.
Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan
dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif magasid syari’ah
terhadap Putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan library research dengan data primer
berupa putusan MK Nomor 30-74/PUU-X11/2014. Adapun data sekunder
berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku,
jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan maqasid as-syari’ah Jasser ‘Auda dengan metode
induktif-deduktif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-
filosofi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah
Kongtitusi tidak sesual dengan magasid asy-syari’ah Jasser ‘Auda.
Berdasarkan teori magasid asy-syari’ah, usia nikah dalam Pasal 7 Ayat (1)
merupakan maqasid ju’i sebagal pondas terwujudnya magasid ‘ammah
perkawinan. Anaisis juga menunjukkan bahwa belum mempu
mewujudkan harapan pasal tersebut tersebut. Oleh karena itu, pernikahan
seharusnya berlandaskan berbagai kesigpan, balk psikologis untuk
menghadapi dan memecahkan permasalahan, kesiapan medis untuk
bereproduksi secara aman, dan kesigpan sosial ekonomi  guna
keberlangsungan rumah tangga yang baik, serta adanya kesadaran dari
kedua belah pihak khususnya perempuan untuk menikah, bukan karena
keterpaksaan.

Kata kunci: Usia Nikah, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Magasid

Asy-SyarT’ah
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Penulisan

PEDOMAN TRANSLITERAS

trandliterasi  Arab-Latin

ARAB-LATIN

daam penyusunan tesis ini

menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama Rl

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Hur uf
Nama Huruf Latin Nama
Arab
! Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
= Ta’ T Te
= sa’ $ es (dengan titik diatas)
c Jim Je
C Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t Kha’ Kh kadan ha

Vil




De

zet (dengan titik di atas)

Er

Zet

Es

esdan ye

es (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

komaterbalik di atas

Ge
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I1. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

- o -




B Ditulis ‘iddah
[11. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
a. Biladimatikan/sukunkan ditulis “h”
BS Ditulis hikmah
e Ditulis Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulish

g s

Ditulis

Karamah al-auliya

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulist

adllals Ditulis Zakah al-fitri
V. Vokal Pendek
O Fathah Ditulis 2
__________ e Ditulis !
_____ y——— Dammah D|tUI|S U




V. Vokal Panjang

Fathah  diikuti  Alif  Tak Ll
1 ot Ditulis | Jahiliyyah
berharkat
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif )
2 o Ditulis Tansa
layyinah)
3 | Kasrah diikuti Ya’ Sukun s Ditulis | Karim
4 | Dammah diikuti Wawu Sukun PP Ditulis Furad
VI. Vokal Rangkap
1 | Fathah diikuti Ya’ Mati Ditulis ai
Vg““ Ditulis bainakum
2 | Fathah diikuti Wawu M ati Ditulis au
s Ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Ditulis

a’antum

Ditulis

‘u’iddat

Xi




£5s o Ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qomariyah

o1,

Ditulis al-Qur’an

Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘I’ (el) nya

sbondl Ditulis as-Sama’

) Ditulis asy-Syams

I X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

2o 93 Ditulis zawil furtd atau al-furad

A o Ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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Motto

Ogudy Y @29 Ll 1gdads O1 195y O )
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)
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V

Always fight till the ends off breath.
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Al day agddy (O dny o1ng (g day Ol 1 o (s b el

Lslag pdiy |pdy B Wl ahuy) gl demee o a1y 8Ll

2o~

Ay G Lodkeag

Alhamdulilldhirabbilalamin, segala puji hanyalah milik Allah SWT,
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kepada segenap makhluk ciptaanya-Nya. Semoga kita termasuk golongan
yang senantisasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai
kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah kehidupan manusia yang menjadi
sarana untuk menegakkan kehidupan yang sesuai dengan norma agama
dan norma kehidupan bermasyarakat.! Amanat undang-undang
menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’
Kebahagiaan lahir dan batin tersebut diperoleh dengan adanya pernikahan
yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan biologis yang aman dan sesuai
dengan tuntunan agama dan negara. Sedangkan kekal yang di amanatkan
oleh pasal dalam undang-undang tersebut adalah bahwa perkawinan
adalah sebuah ibadah yang seharusnya tidak berakhir dengan perceraian.’

Sebagai bentuk ibadah yang menjadi penyempurna separuh dari

agama,* perkawinan dalam Islam harus dapat di pertanggungjawabkan

! Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2006), him. 1.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3 Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah Dan Implikasinya
Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia”, dalam Jurnal Justicia Islamica, Vol, 12. No.2, Juli-
Des. 2015. hlm. 268.

4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2005).
hlm 27. Definisi tersebut senada dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau misagan galidhan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya adalah ibadah.



sampai akhirat.’ Artinya, Islam memandang perkawinan sebagai suatu
entitas yang sakral.® Dengan adanya perkawinan, seseorang akan terhindar
dari kemaksiatan dalam menyalurkan kebutuhan biologis guna
memperoleh keturunan sebagai bagian dari tujuan lain perkawinan.” Hal
itu berarti, syariat perkewinan menjadi sarana menjaga kehormatan
keturunan yang dihasilkan.®

Syariat perkawinan dalam Islam secara sosiologis-empiris memang
sangat logis. Terbukti anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, akan
terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Hal demikian tentunya membawa
dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak yang pada
akhirnya dapat membahayakan kelangsungan hidup anak di masa depan.
Begitu urgen eksistensi perkawinan dalam menjaga kehormatan hidup
manusia di dunia, sehingga baik Islam sebagai agama transendental yang
mengandung nilai-nilai hubungan vertikal sekaligus horizontal mengatur

tata cara perkawinan dengan seksama.

5 Rusli, Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya (Bandung: Shantika Dharma, 1984),
hlm. 10. Lihat juga Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),
hlm. 77. Lihat juga Yasin Asymuni, Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan
(Kediri: Ponpes Hidayah Ath-Thulab, 2005), hlm. 48. Lihat juga Sohari Sahrani, Fikih
Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 16.

6 Jkatan perkawinan disebut sebagai Misigan Ghalizan yang bermakna janji yang
dikokohkan dengan sekokoh-kokohnya, lihat. Isma’il Abu Al-Fida, Rih al-Bayan (Beirut: Dar el-
Fikr, t.t.), IT: 316. Menurut Khoiruddin Nasution, kesucian ikatan pernikahan suami isteri mirip
dengan kesucian hubungan Allah dan Rasul-Nya. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan
I(Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 24-25.

7 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan 1), cet.
cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004), hlm. 37. Lihat juga Hilman Hadikusuma,
Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), him. 24.

8 Yusuf Hamid ‘Alim, A/-Maqasid Al-‘Amah Li Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (USA:
Internasional Graphic Printing Service, 1991), hlm. 102.



Dalam hal ini, secara tegas tujuan perkawinan dalam Islam adalah
untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, kekal, tentram dan
bahagia.” Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
perkawinan merupakan akad yang membawa kemaslahatan bagi manusia
guna keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana dalam
memenuhi kebutuhan biologis secara benar sesuai dengan syariat dengan
tujaun akhir untuk membentuk suatu yang sakinah, mawaddah, dan penuh
dengan rahmat.

Menurut Nasrun Haroen, pernikahan adalah salah satu syariat
dalam bidang muamalah yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan
bagi pelaku pernikahan dan juga bagi lingkungan sekitar.'° Dalam hal ini,

kemaslahatan pernikahan yang hendak dicapai adalah tercapainya

% 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.l
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.
Menurut Imam Al-Ghazali, manfaat dan tujuan perkawinan ada lima macam, yaitu: memperoleh
dan meneruskan keturunan agar bumi tidak kosong dari manusia; (2) menyalurkan nafsu seksual
dengan benar; (3) memenuhi panggilan untuk menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan; (4)
memupuk rasa tanggung jawab dalam mengendalikan rumah tangga serta membangkitkan
semangat dalam mencari rezki yang halal; dan (5) menciptakan masyarakat yang tentram
berdasarkan kasih sayang. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, /hya’ Ulum ad-Din, cet. ke-4 (t.tp.: asy-
Syu’ub, t.t.), hlm. 688-703. Sementara menurut Khoiruddin Nasution, tujuan umum perkawinan
ada lima, yaitu: (1) untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang
(sakinah, mawaddah, wa rahmah). Ini merupakan tujuan pokok yang dibantu dengan tujuan-
tujuan lain, yaitu: (2) reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
(4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Lihat Khoiruddin Nasution Hukum Perkawinan 1:
Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 38-
54.

10 Siti Djazimah, “Analisis Magqashid Syari’ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, dalam Jurnal Al-
Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 37. Secara sederhana, mashlahah berarti segala
Sesutu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan mencari kegunaan adan kenikmatan ataupun
menolak bahaya dan rasa sakit. Lihat Nasroen Haroen, Ushul Fikih I (Bandung: Logos, 1997),
hlm. 114.



magqdshid syari‘ah mencakup aspek ashliyah maupun tabi’ah.'! Dari sudut
pandang ashliyah, tujuan syariat pernikahan adalah untuk menjaga
kelangsungan keturunan (tanasul). Sedangkan secara tabi’iyah, tujuan
syariat pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah dan
rahmah dan juga pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Dengan adanya
pernikahan, maka pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan dengan

benar sesuai syariat.'?

Dalam hal ini Ali Muhtarom, menjadikan aspek
pemenuhan kebutuhan bilologis sebagai bagian dari kebutuhan dhoruriy
mukmily. Sedangkan aspek kelanggengan perkawinan, ketenangan,
keharmonisan, sebagai mashlahah hajiyah.'?

Untuk mencapai tujaun tersebut, negara menetapkan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai representasi ulil
amri dalam mengatur kehidupan warga negara terkait perkwainan
sehingga diharapakan dapat tercapai keteratuaturan, dan menjaga
kehidupan warga Negara agar dapat berjalan dengan dinamis. Artinya,
dengan undang-undang itu pula diharapkan, paradigma hidup dan perilaku

masyarakat akan menjadi lebih baik, tidak hanya menjalankan hidup

dengan berlandaskan atas pemahaman fikih yang relevansinya selalu layak

' Menurut Abdul Wahab khalaf, maqdshid syari‘ah adalah untuk melindungi agama,
jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Lihat Abdul wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj.
Noer Iskandar al-Barsani, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada,
1996), hlm. 333. Hal ini sedikit berbeda denan Yudian Wahyudi, yang memasukan aspek
keturunan. Lihat Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari
Kanada Dan Amerika (Y ogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

12 Lihat Q.S. An-Nisa’ [4]: 24-25.
13 Ali Muhtaram, Kafaah Dalam Perkawinan: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Hazm

Terhadap Keberlakuan Kata’ah Dalam Hukum Perkawinan (Tesis, Prodi Huku Keluarga Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 3.



untuk dipertanyakan seiring dengan perubahan zaman. Hal demikian
mengingat secara sosiologis, eksistnesi hukum perkawinan di Indonesia
(uatamanya hukum Islam —fikih, ed.) merupakan hukum yang mempunyai
nilai sangat istimewa dan merupakan bentuk kesadaran praktik keagamaan
mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan juga berkaitan dengan
kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
keduanya menuntut ketaatan setip individu sebagai hamba Tuhan dan juga
sebagai warga Negara.!* Sedemikian pentingnya hukum Islam tersebut
sebagaimana diungkapkan oleh Joseph Schaht bahwa mustahil seorang
akan memahami Islam tanpa memahami hukum Islam itu sendiri.'
Demikian juga secara filosofis-politis dan yuridis, eksistensi
hukum perkawinan di Indonesia juga menyimpan nilai-nilai hubungan
yang erat antara agama (yang notebene diwakili oleh ulama), dan Negara
yang di wakili oleh pemerintah (eksekutif). Bukti paradigm filosofis-
politis tersebut dapat dilihat dari penempatan pancasila yang merupakan
sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan demikian karena
hakikatnya, dalam pancasila sendiri, agama dan Negara pada posisi yang

sangat sentral dengan konstruksi kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa.!¢

14 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 165.

15 Joseph Schaht, An Introduction To Islamic Law (London: Oxford University Press,
1982), him. 1.

16 Titik Tri wulandari, Konstruksi Hukum Tata Negara Insonesia Pasca Amandemen
UUD 1945 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 40-41.



Secara sosio-historis, undang-undang tersebut merupakan respon
atas problem sosial-politik yang menuntut adanya aturan hukum yang
mampu mengakomodasi, dan diharapkan mampu menjadi sarana
menyelesaikan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan
demikian, secara sederhana dapat difahami bahwa hukum tidak lahir di
ruang hampa, akan tetapi tidak lepas dari realita sosial politik. Demikian
sebagaimana diungkapan oleh Ahmad Kamsi pada saat lahirnya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal yang tidak jauh
berbeda adalah konfigurasi politik lain yang juga nampak dibalik lahirnya
Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instrumen Hukum Instruksi
Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 sebagai respon upaya pemerintah
dalam mengakomodasi gejolak kelompok muslim yang menghendaki
positivisasi syariat Islam di Indonesia.'’

Peristiwa lahirnya kedua instrument hukum menegaskan bahwa
secara ideal teoritis, kedua produk hukum yang dijiwai oleh hukum agama
(fikih) tersebut seharusnya kembali kepada nilai dasar universalitas hukum
Islam yang pada ranah elaborasi praktis, penerapan hukum akan sangat
sesuai dengan kondisi sosial-faktual yang bisa saja berbeda antara satu
tempat dengan tempat yang lain.!®

Menurut Mahfud MD, persingunggan politik dan hukum dalam

sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat terhindarkan. Pengaruh

17 Ahmad Kamsi, “Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru”, dalam Jurnal Ishraqi,
Vol. 10, No. 1, Juni 2012, him. 7.

8 Abdullah Ahmed An-Naim, Dekontsruksi Syari’ah, terj. Ahmad Suaedy dan
Amiruddin Ar-Rani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. xx.



politik terhadap hukum tersebut terlihat dari konfigurasi kekuatan yang
ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dengan demikian,
hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal imperatif atau
keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang
sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin
sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-
pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.'’

Sebagai hukum yang lahir dari proses kreatif manusia, baik
Undang-undnag No.l Tahun 1974 maupun udang-undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) tersebut tidak bisa lepas dari kritikan
warga negara yang menjadi objek berlakunya hukum. Hal ini dapat dilihat
dari rumusan UUD 1945 yang menganut prinsip jaminan kesetaraan di
hadapan hukum dan tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara.
Artinya, negara menjamin kesetaraan hukum setiap warga tanpa
memandang warna kulit, budaya, ras dan agama.?’.

Dengan argument tersebut, Zumrotin selaku Ketua Dewan
Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan judicial review
kepada Mahkamah Konstitusi pada 5 Maret 2014 melalui Rita Serena
Kolibonso dan rekan terkait dengan batas usia nikah yang tercantum dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

10.

19 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9-

20 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 1.



Perkawinan.?! Jika ditelaah maksud dari penentuan batas usia nikah tersebut
dengan seksama, maka dapat dipahami bahwa kesehatan suami-isteri dan
keturunan adalah tujuan yang hendak di capai dari adanya batas usia nikah.??

Gugatan tersebut wajar mengingat perkembangan zaman menuntut
adanya instrument hukum yang mampu merespon kebutuhan yang lebih
kompleks. Instrument hukum tersebut tentunya bukan semata berlandaskan
atas prinsip-prinsip ideologis, teologis, akan tetapi juga memperhatikan
aspirasi dan peristiwa yang berkembang di masyarakat. Hal ini untuk dapat
memenuhi tuntutan ideal hukum dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam
hal ini, batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan yang sudah berlaku Selma
lebih dari 40 tahun menjadi sangat layak untuk dipertanyakan relevansinya
untuk dipertahankan, demikian juga kemampuanya untuk mengakomodasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman. Terlebih jika di
komparasikan denga rilis data yang dikeluarkan oleh UNICEF bekerjasama
dengan BPS menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan di usia
sebelum 16 menurun, akan tetapi terdapat kenaikan perkawinan pada usia
setelah 16 tahun.

Data BPS juga menunjukkan adanya korelasi antara status
pendidikan dan pernikahan usia anak. Tinggi-rendahnya status pendidikan

juga berpengaruh terhadap keputusan untuk segera menikah atau

2l Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

22 Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan
keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.



sebaliknya.?® Selain itu data UNICEF menyebutkan bahwa perempuan yang
melahirkan pada usia 15 sampai dengan 19 tahun beresiko mengalami
kematian dua kali lebih besar dari perempuan yang melahirkan pada usia
di atas 20 tahun.?* Data tersebut menunjukkan adanya kesadaran semu
masyarakat mengenai pentingnya pendidikan guna meraih masa depan
yang lebih baik. Dalam hal demikian, pemerintah tentunya tidak boleh
menganggap remeh fenomena tersebut, terlebih pemerintah yang tengah
menggalakkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini mengingat kualitas
pendidikan warga juga turut menentukan arah kemajuan suatu bangsa dan
negara. Menjadi sangat tidak relevan jika semangat peningkatan kualitas
sumber daya manusia masih berseberangan dengan /egal policy mengenai
batas usia nikah.

Menurut Sugiri Syarief, perlu adanya revisi Pasal 7 Ayat (1)
tentang batas minimal usia.>> Menurutnya, usia 16 tahun bagi wanita untuk
menikah adalah terlalu muda, dan belum matang secara psikis. Pada usia
tersebut, wanita hendaknya menuntaskan pendidikan terlebih dan dahulu.?®

Sebagaimana Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria

23 Badan Pusat Statistik, Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia
Anak Di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 28.

24 Relas Sidang Putusan MK Nomor 30-74/PUU-X11/2014. hlm. 12.

%5 Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: “Perkawinan hanya dizinkan bila pihak
pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun.

26 Deklarasi Generasi Muda Berencana dan Bergerak (GENRE BERGERAK) di GOR
Sumantri, Jakarta, Sabtu, 30 Oktober 2010. dalam http://nasional.news.viva.co.id/
news/read/185877-kepala-bkkbn desak-revisi-usia-nikah, diakses pada 12 Oktober 2014. Di akses
pada 3 Maret 2018.
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Ulfah menilai usia 16 tahun tergolong usia anak-anak.?’ Hal ini diperkuat
dengan definisi anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 1 Undang-
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.?®

Senada dengan ketentuan perlindungan anak tersebut, Pasal 1
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan
bahwa usia di bawah 16 tahun termasuk dalam kategori anak-anak.?’
Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang perkawinan di
Indonesia melindungi perkawinan anak. Keadaan demikian menjadi
semakin kompleks dengan adanya pasal dispensasi nikah yang secara tidak
langsung semakin mempertegas akomodasi pemerintah terhadap adanya
praktik pernikahan anak tersebut.

Meski demikian, pada tanggal 18 Juni 2015 Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut MK) menolak permohonan judicial reviuw Pasal 7

Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.’! Putusan

yang bersifat final tersebut tentunya mengundang kontroversi, terutama

27 Agus Raharjo, “KPAI: Usia 16 Tahun Masuk Kategori Usia Anak”, dalam
http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-
kategori-usia-anak, edisi Rabu 13 Februari 201, di akses pada 3 Maret 2018.

28 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2 Dalam ketentuan umum mengenai undang-undang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

30 Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan
bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

31 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.
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bagi para pihak yang mengajukan gugatan. Putusan tersebut mengukuhkan
arah politik hukum Perkawinan di Indonesia. Demikian juga putusan
tersebut memperlihatkan stagnansi undang-undang pernikahan, khususnya
dalam hal batas usia nikah.

Semakin problematik mengingat seiring perkembangan zaman dan
majuanya teknologi, seharusnya aparat pemerinrtahan merevisi undang-
undang pernikahan agar lebih mampu mengakomodasi kebutuhan yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih pada dasarnya Islam tidak
memberikan gambaran jelas mengenai batas minimal usia menikah baik
bagi laki-laki maupun perempuan. Hal itu berarti bahwa usia nikah
merupakan kajian fikih yang masih sangat mungkin untuk berubah

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana hukum tersebut berlaku.

. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian
tesis ini adalah:
1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-

XI11/2014 dalam Perspektif Magashid Syari‘ah Jasser ‘Auda?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam
penelitian ini adalash untuk mengetahui tinjauan magashid syari‘ah
terhadap Putusan MK NOMOR 30-74/PUU-XI1/2014. Untuk dapat sampai
pada kesimpulan, maka fokus yang dijadikan sebagai acuan adalah

argument hukum yang di sampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
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Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi,

yaitu teoretis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran terhadap pengembangan studi hukum keluarga, terutama
terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari magashid
syari‘ah Jasser ‘Auda. Hal ini mengingat adanya pengembangan teori
maqashid syari‘ah yang ia kombinasikan dengan teori sistem yang
belum pernah ada sebelumnya. Dus, pengembangan teori tersebut
berimbas pada arah baru pemahaman hukum yang lebih komperhensif,
demikian juga dengan legislasi hukum Islam di masa yang akan
datang. Selain itu, bagi bagi penulis pribadi penelitian ini menjadi
media pengembangan ilmu. Adapun bagi peneliti berikutnya, hasil
penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ketersediaan data awal,
serta informasi mengenai masalah-masalah yang belum mendapatkan
analisis secara fokus.

Secara praktis, penelitian ini khususnya diharapkan dapat memberikan
penjelasan aspek magqdshid syari‘ah dalam keputusan Mahkamah
Konstitusi, serta relevansi putusan Putusan MK NOMOR 30-74/PUU-
XI11/2014 terhadap Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif
magqashid syari‘ah. Dalam hal ini, kontribusi penelitian ini adalah
berupa informasi dan tawaran gagasan bagi pihak-pihak terkait
pemangku kebijakn publik, baik pada ranah yudikatif, legislatif, serta

tidak luput juga eksekutif. Tawaran praktis dalam penelitian ini adalah
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terkait dengan istimbat hukum dengan menggunakan magdshid
syari‘ah Jasser ‘Auda. Hal ini terutama terkait dengan ranah hukum
Islam, dan produk perundang-undangan pada umumnya. Demikian
pula jika difahami dengan seksama, tawaran penulis atas teori
magqashid syari ‘ah Jasser ‘Auda dapat digunakan untuk menghasilkan
regulasi yang dihasilkan atas pertimbagan yang matang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya, dalam hal ini akan dikemukakan penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pembahsan tesis,
diantaranya adalah:

Moh. Agus Syahrur Munir, dengan judul “Kedewasaan Dalam
Undang-Undang Perkawinan Indonesia”. Fokus kajian tesis Dalam tesis
Syahrur adalah aspek kedewasaan yang ada dalam undang-undang
perkawinan Indonesia. Hasil dari penelitian terebut menegaskan bahwa
keberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak
lepas dari adanya pengaruh fikih yang erat kaitanya dengan pemikiran
madzhab fikih, hukum adat dan hukum belanda.??

Penlitian yang hampir serupa dilakukan oleh Achmad Rif’an
dengan judul “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia
Perkawinan Di Indonesia”. Fokus kajian tesis Achmad Rif’an dalam

penelitian tersebut adalah dinamika ketentuan usia nikah yang ada dalam

32 Moh. Agus Syahrul Munir, Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan
Indonesia, (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta ragam
usia nikah di Negara-negara muslim, dan sejarah perundang-undangan
nikah. Kesimpulanya adalah bahwa batas usia nikah di Indonesia sudah
mengalami perkembangan dari yang semula tidak di tetapkan menjadi di
tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.>?

Senada dengan penelitian Achmad Rif’an tersebut, penelitian
mengenai ketentuan usia nikah juga dilakukan oleh Siti Badiroh dengan
judul tesis “Urgens Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas
Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974). Dalam tesis tersebut,
Badiroh menfokuskan kajian batas usia nikah yang termuat dalam Pasal 7
Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kesimpulan dari tesis tersebut adalah bahwa usia 16 tahun yang ada dalam
undang-undang tersebut adalah kategori usia remaja yang mana
kematangan fisik maupun psikologisnya masih belum sempurna sehingga
pernikahan yang di lakukan pada wusia tesebut sangat mungkin
menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga dan
bahkan rentan akan terjadinya perceraian.’*

Penelitian yang sedikit berbeda dilakukan oleh Khairullah dengan

judul  “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap

Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia”.

33 Achmad Rif’an, Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan
Di Indonesia (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

34 Siti Badiroh, Urgens Kedewasaan Dalam Perkawinan: Tinjauan Atas Batas Minimal
Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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dalam penelitianya, Khairullah hanya menfokuskan pada perkembangan
diskursus dan legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum
keluarga di Indonesia, serta polemik di sekitar proses legislasi undang-
undang perkwinan.>

Penelitian-penelitian tersebut (terutama penelitian Achmad Rif’an)
dipertegas oleh Shofiullah, dengan judul “Pencatatan Dan Usia
Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Obyektifikasi Hukum Perkawinan Di
Indonesia”. Fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah pada paradigm
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perlunya obyektifikasi
hukum perkawinan di Indonesia, dan implikasinya terhadap hukum
perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah, pertama:
bahwa paradigma hukum sistem perkawinan di Indonesia sudah
mengalami pergeseran serius, terbukti bahwa masyarakat yang semula
menjalankan perkawinan dengan menggunakan dasar fikih sudah bergeser
pada undang-undang. Kedua: perlu adanya obyektifikasi atas undang-
undang perkawinan kedepan. Artinya, bahwa perumusan undang-undang
tidak harus mutlak sepenuhnya sesuai dan mengacu pada kitab-kitab fikih.
Hal ini agar sesuai dengan kondisi sosioal dan dapat berlaku sepenuhnya
tanpa terkecuali bagi segenap warga Negara. Ketiga: implikasi
obyektifikasi hukum sebagai upaya unifikasi tersebut (khususnya

mengenai pencatatan dan usia peerkawinan) adalah adanya persamaan

35 Khairullah, Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan
Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Tesis Program Pasca
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
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persepsi hukum terhadap persoalan perkawinan, yaitu bahwa semua
praktik perkawinan warga Negara harus berdasarkan atas undang-undang
yang berlaku. Dus, kelak tidak ada lagi argumen yang menyatakan
undang-undang perkawinan bukan ruh dan bertentangan dengan prinsip
agama Islam.>¢

Berbeda para peneliti sebelumya, Ahmad Masfuful Fuad, dengan
judul tesis “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974
(Studi Perspektif Hermeneutika)”’. Dalam penelitianya, Masfuful Fuad
menfokuskan pada kajian batas usia nikah dengan pendekatan hermenetika
hukum untuk mengetahui relevansi ketentuan usia nikah dalam pasal 7
Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan konteks sosio-politik
pembentukan undang-undang tersebut. Adapaun sebagai pisau analisa, ia
menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakn
bahwa sebagai sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari unsur, substansi
dan kultur. Berdasarkan analisi yang dilakukan, maka hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketentuan usia nikah yang sudah berlaku selama 40
tahun lebih tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan
filosofi lahirnya hukum tersebut, yaitu untuk menciptakan keluarga

berkualitas, terhindar dari risiko perceraian, dengan mencegah terjadinya

3¢ Shofiullah, Pencatatan Dan Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Obyektifikasi
Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2013).
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pernikahan usia dini.’” Dapat dikatakan penelitian tersebut cukup
komperhensif jika dibandingkan dengan peneitian-penelitian sebelumnya.

Dua tahun setelah penelitian tersebut, penelitian yang lebih
mengarah pada upaya perbaikan atas usia nikah dilakukan oleh Aminulla
dengan judul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan: Analisis
Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) wilayah DI. Yogyakarta). Dalam penelitianya, ia
menfokuskan pada program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN
wilayah DI. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi
perkawinan yang selama ini terjadi tidak lepas dari mindset orang tua yang
salah mengenai perkawinan. Selain itu, perlu adanya peran tokoh agama
guna sosialisassi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Hal demikian
karena program tersebut merupakan langkah guna merealisasikan
kesejahteraan keluarga (khifdzu an-nasl), hak kesehatan psikis dan
reproduksi (khifdzu an-nafs), dan hak pemuda dalam meningkatkan
kualitas sumberdaya keilmuan (khifdzu al-‘aql).?®

Adapun penelitian yang terkait dengan putusan Mahkamah

Konstitusi terkait dengan persoalan hukum keluarga adalah tesis Moh.

37 Ahmad Masfuful Fuad, Kefentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974:
Studi Perspektif Hermeneutika (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015).

38 Aminullah, Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan: Analisis Pandangan Tokoh Agama
Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) wilayah DI Yogyakarta) (Yogyakarta: Tesis Program Pasca
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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Yazid dengan judul “Relasi Agama Dan Negara: Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Poligami Dan Nikah Beda Agama”. Dalam
penelitiannya, Moh. Yazid menfokuskan penelitian pada kecenderungan
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan
nikah beda agama, serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara poligami dan nikah beda agama merefleksikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi lebih cenderung kepada nilai-
nilai agama (khususnya Islam). Lanjut Yazid dari putusan atas dua kasus
tersebut tergambar keberpihakan Mahkamah Konstitusi kepada hukum
Islam klasik yang telah mapan dalam Undang-undang perkawinan,
daripada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi negara.
Perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia hanya
sejauh tidak melanggar nilai-nilai agama. Dalam hal prinsip agama
berbenturan dengan hak asasi manusia, maka Mahkamah lebih
mengutamakan prinsip agama.>’

Penelitian lain terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah
tesis Fadri Sanafiah yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII2010 Tentang Nasab Anak Diluar Perkawinan: Tinjauan
Siyasah Syar ‘iyyah”. Fokus pembahasan tesis tesebut adalah pada putusan

Mahkamah Konstitusi dengan tinjauan Siyasah Syar ‘iyyah. Hasil dari

39 Moh. Yazid, Relasi Agama Dan Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Poligami Dan Nikah Beda Agama (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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penelitian tersebut adalah bahwa syarat tes DNA yang diberikan oleh
Mahkamah Konstitusi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu
membuktikan dan memerikan hak keperdataan seorang anak dengan ayah
yang berakibat pada adanya bukti hubungan nasab, dan mahram antara
keduanya.*’

Berdasarkan beberapa pnelitian terdahulu yang penulis sebutkan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan
terkait dengan tinjauan magashid syari‘ah terhadap Putusan MK Nomor
30-74/PUU-XI1/2014. Denggan demikian, penelitian ini tentunya berbeda
dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jika dibandingkan
dengan kedua penelitian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan objek
penelitian (putusn Mahakamah Konstitusi), akan tetapi fokus pasal yang
menjadi objek persoalan penulis adalah Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-
undang No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terlebih jika dibandingkan
dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan usia nikah,
penelitian ini memberikan nuansa berbeda, yaitu dengan menggunakan
maqashid syari‘ah Jasser ‘Auda yang lebih aplikatif sesuai dengan
perubahan kondisi sosial pada masa kini yang ditopang dengan elaborasi
konsep magqdshid syari‘ah terhadap teori sistem sebagimana akan

dijelaskan pada bab berikutnya. Perbedaan perspektif tersebut tentunya

40 Fadri Sanafiah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII2010 Tentang Nasab
Anak Diluar Perkawinan: Tinjauan Siyasah Syar‘yyah (Yogyakarta: Tesis Program Pasca
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
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akan memberikan hasil yang berbeda dengan cakupan pengembangan
yang lebih luas. Demikian juga dapat difahami bahwa penelitian-penelitian
terdahulu tidak menggunakan magqgashid syari‘ah sebagai pisau analisa.
. Kerangka Teoritik

Penelitin ini berangkat dari asumsi bahwa produk hukum yang baik
seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan zaman. Meski
demikian tidak jarang terdapat produk hukum yang cenderung stagnan,
atau bahkan justru tidak akomodatif terhadap perubahan zaman, hal
demikian sebagaimana yang terjadi pada putusan MK Nomor 30-74/PUU-
XII/2014. Semakin problematik mengingat sebagai sebuah lembaga
pengawal tegaknya konstitusi MK justru terkesan abai dengan realita, dan
kuatnya data yang argument pengajuan judicial review oleh pemohon.
Semakin problematik mengingat putusan MK bersifat final dan tidak dapat
dibatalkan. Dengan demikian, pada dasarnya MK sudah membuat
(setidaknya menegaskan) sebuh politik hukum yang tidak progresif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi,
temuan-temuan baru terhadap rahasia dibalik sebuah ketetapan hukum.
Hal tersebut membuat orang semakin sadar bahwa hukum yang diciptakan
oleh Tuhan sepenuhnya adalah demi kemaslahatan hidup manusia.
Persoalan yang semula sudah mendapatkan kemapanan status hukum
harus kembali dikaji sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang.
Akibatnya, format hukum yang berlaku pada masa lalu ditinjau kembali

efektifitas, dan relevansinya terhadap perkembangn zaman. Bisa jadi
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format hukum yang berlaku pada masa Rasulullah tidak lagi relevan dan
efektif untuk diterapkan pada masa kini karena tidak sesuai dengan kondisi
yang ada. Untuk itu, sebagaimana tujuan ditetapkanya syariat yang pasti di
dalamnya terkandung kemaslahatan, maka perlu untuk selalu diadakan
kajian mendalam atas produk hukum yang berlaku agar senantiasa selaras
dengan perkembangan zaman.

Demikian pula seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan
batas minimal usia nikah yang selama ini sudah mapan dalam Pasal 7 Ayat
(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinan seharusnya
dikaji kembali relevansinya setelah mengalami perjalanan panjang selama
lebih dari 40 tahun dengan magdshid syari‘ah.*' Meski demikian, Putusan
MK 30-74/PUU-XI1/2014 justru mengukuhkan berlakunya pasal Pasal 7
Ayat (1) dan (2) sekaligus. Sangat disayangkan mengingat kajian medis
justru membawa pesan untuk diadakan reaktualisasi terhadap ketentuan
batas usia nikah agar sesuai dengan situasi dan lebih memberikan manfaat,
baik bagi agama dan lingkungan sosial, serta kemajuan suatu bangsa.

Hal demikian mengingat sejauh dapat ditelusuri nash yang bisa
dijadikan sebagai rujukan, tidak ada satupun teks yang secara eksplisit
menjelaskan batas usia minimal nikah. Terlebih satu-satunya sandaran
yang selama ini dipakai hanyalah praktik pernikahan Nabi SAW. dengan
Aisyah. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut relevan

dengan kondisi saat ini, dengan lingkungan sosial yang berbeda antara

4 Jasser ‘Auda, Figh al-Magqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimagqasidiha
(United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006), him. 15.
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Jazirah Arab dengan Indonesia. Hal tersebut tentunya layak dikaji kembali
sesuai dengan prinsip bahwa hukum berjalan sesuai dengan ada tidaknya
‘illat yang menyertai. Demikian juga bahwa kemaslahatan hamba
merupakan aspek penting dari tasyri’, yaitu terciptanya kesejahteraan
manusia.*?

Guna menghadapi tantangan dinamika kontemporer dengan
kompleksitas permasalahan yang senantiasa berkembang, tentunya
diperlukan paradigma berfikir yang juga dapat menyesuaikan dengan
problematika tersebut, tidak terkeculi pemahaman mengenai magashid
syari‘ah sebagai media mengetahui ruh sebuah hukum. Terlebih dengan
adanya anomali idealitas ajaran Islam sebagai agama dengan umat yang
jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari
Afrika Utara sampai Asia Timur, dan banyak muslim minoritas yang
tersebar diwilayah Eropa dan Amerika dengan realita rendahnya tingkat
kemajuan HDI (Human Development Index). Hal ini tentunya
menimbulkan pertanyaan tersendiri, adakah yang salah dengan ajaran
Islam, atau justru ada kesalahan umat Islam dalam memahami pesan-pesan
tersebunyi dari ajaran-ajaran agama tersebut. Hal ini tentunya layak untuk

dipertimbangkan mengingat kompleksitas faktor-faktor HDI yang menjadi

hlm. 20.

42 Thahir Ibn Asyur, Magashid As-Syariah Al-Islamiyah (Kairo: Dar As-Salam, 2005),
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ukuran, yaitu tingkat pendidikan, partisipasi politik dan Ekonomi, serta
keberdayaan perempuan.*’

Kondisi fenomena sebagian umat Muslim yang serba canggung
dan tanggung tersebut tentunya menjadikan keprihatinan tersendiri.
Terlebih gaung yang disebut-sebut sebagai agenda reformasi pemahaman
ajaran Islam dalam tataran relitas justru tidak lebih dari sekedar dekorasi
terhadap khazanah klasik. Dus, reformasi pemahaman dan penafsiran
hukum Islam yang sejalan dengan spirit perkembangan dan perkembangan
ilmu pengetahuan alam, sosial dan humaniora modern merupakan hal yang
mendesak untuk tidak hanya diagendakan, lebih dari itu mutlak untuk
direalisasikan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang
kendali dan pengawal konstitusi menjadi kunci progresivitas sebuah
produk hukum. Tujuannya tidak lain adalah adanya perubahan besar pada
sistem pendidikan, dan sistem ketatanegaraan Islam dalam konteks hidup
berbangsa dan bernegara serta sosial dan budaya pada umumnya.

Untuk dapat sampai pada tujuan tersebut, pergeseran pemahaman
terhadap salah satu instrument dalam mengkaji hukum Islam tentunya juga
patut untuk dipertimbangkan. Termasuk untuk menganalisa produk
peraturan perundang-undangan dan khususnya Putusan Mahkamah
Konstitusi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, magqgdshid
syari‘ah Jasser ‘Auda merupakan salah satu gagasan yang dimaksud.

Penggunan gagsan tersebut tentunya bukan tanpa maksud. Terlebih tidak

43 Jasser ‘Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,
(London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii.
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seperti para ahli filsafat hukum Islam sebelumya, Jasser ‘Auda menjadikan
pendekatan sistem sebagai sarana pemahaman magashid syari‘ah agar
menjadi lebih adaptif terhadap isu-isu kontmporer. Bagi Jasser ‘Auda,
kemaslahatan manusia harus menajadi orientasi hukum Islam. Sehingga
hampir tidak satupun alasan dapat dibenarkan jika tujuan inti penetapan
hukum terabaikan.

Dalam pandangan Jasser ‘Auda, hukum Islam merupakan satu
kestuan dari berbagai macam sub-sistem yang saling terhubung, tidak
hanya dalam internal sistem hukum Islam itu sendiri, melainkan dengan
ilmu-ilmu lainnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak tidaklah
independent, sehingga harus difahami secara menyeluruh agar terlahir
hukum (fikih) yang lebih responsif-humanis. Gagasan Jasser Auda
tersebut menyiratkan bahwa pendekatan parsial dan literal dalam ijtihad
akan menyebabkan terjadinya anomali antara idealita dan realita hukum.

Selain menggunakan teori sistem sebagai pendekatan, ia juga
mengembangkan konsep hifzu an-nas/, yang semula berarti menjaga
keturunan menjadi kepedulian terhadap keluarga. Lebih dari itu, ia juga
menawarkan konsep hifzu al- ‘ird, yang berarti menjaga kehormatan atau
jiwa menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi
manusia.** Selain itu, Jasser ‘Auda mengembangkan konsepnya agar
mampu di aplikasikan tidak hanya pada ranah individu yang sempit, akan

tetapi ia juga ranah kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan

4 Jasser ‘Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah, terj. Rosidin dan
Ali Abd el-Mun’im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 320.
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berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, konsep pemeliharaan harga diri
pada ranah individu, ia kembangkan menjadi memelihara harga diri
sebuah bangsa dan Negara. Demikian juga ia mengembangkan magdshid
klasik agar mampu mengakomodasi isu-isu universal, seperti keadilan dan
kebebasan.*

Selain itu, Jasser ‘Auda juga membagi magashid syari‘ah menjadi
tiga bagian yaitu magashid al- ‘ammah (tujuan umum), maqdshid al-khash
(tujuan khusus atau spesifik), magdshid juz ‘iyyah (tujuan parsial). Dus,
dalam penelitin ini penulis menerapkan teori magqdshid juz ‘iyyah pada
kasus uji materi atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, dan kemudian diperluas dengan penerapan
analisi sistem Jasser ‘Auda pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal
demikian karena menurut penulis, magashid al-‘ammah dari pernikahan
adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sedangkan
maqashid al-khash dari perkawinan adalah menjadikan perkawinan
sebagai sarana tanasul. adapun Magashid juz‘iyyah (tujuan parsial)
kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan kematangan jiwa raga yang
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Selain menggunakan magashid syari‘ah Jasser ‘Auda, analisis
dalam tesis ini juga dilengkapi dengan teori penemuan hukum. Adapun

tujuan yang hendak dicapai adalah agar hasilnya menjadi semakin

4 Jasser ‘Auda, Magqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach, hlm. 3-5.
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komperhensif. Dengan teori tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 akan dilihat dari sejauh mana intepretasi
hakim terhadap putusan. Hal demikian karena dalam konteks judicial
review oleh Mahkamah Konstitusi, penafsiran oleh hakim konstitusi
(conmstitutional interpretation) terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau interpretation of the
basic law merupakan satu hal yang tidak terhindarkan. Penafsiran ini
merupakan metode yang digunakan dalam penemuan hukum
(rechstvinding). Hal ini dilakukan karena tidak semua peraturan
perundang-undangan disusun dalam bentuk yang jelas.*® Menurut Satjipto
Rahardjo, constitutional interpretation merupakan usaha yang dilakukan
oleh hakim untuk menggali semangat yang terkandung dalam rumusan
undang-undang dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti
perundang-undangan yang sifatnya otoritatif.*’

Adapun untuk melihat fungsi adanya putusan tersebut, dalam
penelitian ini juga akan digunakan teori istrumentaslisme hukum yang
berfokus pada fungsi hukum berikut lembaga-lembaga penegak hukum
dalam memerankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang
diprakarsai oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, hukum sebagai
alat rekayasa sosial (Law as a tools of social engineering and social

controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara

4 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 63.

47 Satjipto Rahardjo, //mu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 93-94.
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optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam
masyarakat akan keadilan. Hal demikian karena keadilan adalah lambang
usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam
mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan.
Sehingga untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa
yang dilakukan oleh penguasa Negara.*® Dalam kondisi tersebut, hukum
beserta lembaga-lemabaga penegak tidak hanya berperan mengukuhkan
pola-pola kebiasaan dalam masyarakat, melainkan juga untuk
mengarahkannya kepada tujuantujuan yang dikendaki, sekaligus
menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi. Hukum

juga berperan menciptakan pola-pola kebiasaan baru.*

. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah [library research (kajian
pustaka), vyaitu penelitian dengan sumber data berupa literatur
kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa putusan
Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangn yang terkait
dengan topik pembahasan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang
No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder adalah
berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lain yang relevan

dengan penelitian.

48 Satjipto Rahardjo, //mu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), him. 206.

¥ Ibid,
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Sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif-analitis. Dalam penelitian
ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah memaparkan putusan
Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai
putusan yang dikeluarkan terkait judicial review Pasal 7 Ayat (1) dan (2)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan fokus
utama pada pertimbangan hakim. Setelah didapatkan gambaran penulis
kemudian menganalisis putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori
yang digunakan dan dikombinasikan dengan alasan para pemohon.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
dokumentasi, yaitu menggali data-data dari berbagai literature yang terkait
dengan objek penelitian. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini
adalah induktif-deduktif, yaitu cara yang dipakai untuk memaparkan data-
data spesifik dengan logika berpikir khusus ke umum ini, dan selanjutnya
dilakukan analisis sehingga akan muncul sebuah kesimpulan umum dalam
penelitian ini. Sedangkan untuk lebih menfokuskan pembahasan, maka
dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-filosofis.
Hal ini sebagai upaya untuk mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala
yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang pada setiap babnya
memiliki sub-sub yang menjelaskan bab intinya. Pembahasan dalam
penelitian ini dimulai dengan bab I, yang meliputi latar belakang masalah,

serta rumusan masalah yang akan di rumuskan jawabanya. Bab ini juga
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memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (telaah
pustaka), kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Pada bab II, pelitian ini memaparkan konsep magashid syari‘ah
serta ruang lingkupnya. Dalam bab ini juga dipaparkan klasifikasi
Magashid Syari’ah Jasser ‘Auda yang ia bagi menjadi magdshid al-
‘ammah (tujuan umum), maqdshid al-khash (tujuan khusus atau spesifik),
maqashid juz’iyyah (tujuan parsial). Bab ini juga memebahas elaborasi
Jasser ‘Auda terhadap magdshid syari’ah dengan pendekatan sistem dan
bagaimana upaya penerapan fitur sistem Jasser ‘Auda dalam memahami
hukum. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai teori
penemuan hukum yang meliputi penafsiran undang-undang, metode
konstruksi hukum, dan hermenetika hukum. Teori tersebut diguanakan
untuk menganalisa sejauh mana elaborasi para hakim dalam membuat
amar putusan. Terakhir, bab ini juga menjelaskan menganai hukum dan
perubahan kondisi masyarakat yang meliputi, pertama: hukum Sebagai
sarana rekayasa sosial. Kedua: hukum sebagai sarana kontrol sosial.
Maksud penggunaan teori ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh
mana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali putusan
lembaga yudisial sebagai salah satu agen hukum.

Adapun pada bab III, penulis akan memaparkan mengenai putusan
Mahkamah Konstitusi yang meliputi alasan para pemohon, pertimbangan

Pemerintah dan DPR, pertimbangan Mahkamah Konstitusi DAN
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Dissenting Opinion sebagai bahan pembanding dalam analisis pada bab
empat. Akan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu penulis memaparkan
sejrah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara singkat.

Adapun pada bab IV, penulis akan memaparkan analisis mengenai
Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 dalam perspektif magashid
syari‘ah Jasser ‘Auda dan mengelaborasi lebih lanjut dengan gagasannya
mengenai teori sistem. Selain itu, dalam analisis ini penulis juga
munggunakan teori penemuan hukum dan juga teoti fungsi hukum berikut
Lembaga yudisial sebagai agen hukum.

Sedangkan bab V adalah penutup dan merupakan akhir dari
pembahsan tesis ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi

pengembangan studi selanjutnya.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pemaparan materi, pembahasan dan andlisis terhadap tema
Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 30-74/PUU-X11/2014 Daam
Perspektif magasid syari’ah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:
Putusan tersebut, tidak sejalan dengan magqésid syari’ah Jasser ‘Auda.
Usia nikah merupakan magdasid ju’i yang menjadi pondasi bagi
terwujudnya magasid ‘ammah perkawinan, yaitu terciptanya keluarga
sakinah, mawaddah wa rahmah. Akan tetapi berdasarkan kajian yang
dilakukan, maka batas minimal usia tersebut belum mempu mewujudkan
harapan tersebut.

Pernikahan seharusnya tidak hanya dilaksanakan berdasarkan
kesiapan awa bereproduksi, akan tetapi juga berdasarkan dilaksanakan
berdasarkan terpenuhinya berbaga kecapakan dan kesigpan, baik
psikologis untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan, kesiapan
medis untuk bereproduksi secara aman, dan bahkan kesiapan sosia
ekonomi guna keberlangsungan rumah tangga yang baik, serta adanya
kesadaran dari kedua belah pihak khususnya perempuan untuk menikah,
bukan karena keterpaksaan yang terjadi secara tidak langsung dengan
adanya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang tidak jarang menjadi dalih
bagi orang tua yang pada umunya tidak mempunyai kesadaran panjang

akan pentingnya seorang anak sebagai aset pembangunan bangsa yang
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seharusnya mengenyam pendidikan yang cukup untuk bekal masa depan.
Ha ini karena pernikahan menuntut kemampuan bertanggung jawab
dalam berbagai aspek sebagaimana dimaksud.

Terlebih sebagaimana data yang disgikan pada BAB Il
pernikahan dan bahkan melahirkan pada usia muda lebih banyak
membawa madlarat baik bagi ibu maupun bagi bayi. Bagi ibu, proses
melahirkan yang terjadi pada usia 16 tahun atau bahkan lebih rendah dapat
mengakibatkan seorang ibu rawan mengalami kematian. Hal demikian
karena usia tersebut merupakan usia tumbuh kembang anak yang
seharusnya pemenuhan asupan gizinyatidak terbagi dengan anak yang ada
dalam kandungan. Adapun bayi yang terlahir dari ibu muda juga dapat
berakibat premature. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep
khifdzu an-nafs dan juga khifdzu an-nasl

Putusan tersebut juga tentunya bertentangan dengan konsep
pembangunan SDM dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang
Pendidikan terkait wajib belgjar 12 tahun sebagaimana juga termaktub
dalam RPIM 2015-2020, dan juga Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Relevans ketentuan batas usia nikah sebaga bagian dari UU Perkawinan
yang sudah berjalan selama 40 tahun juga lebih layak untuk di kaji
kembali.

Berdasarkan konsep magqasid syari’ah Jasser ‘Auda, usia nikah
yang merupakan bagian dari fikih dan merupakan hasil interpretasi,

kemampuan kognitif fakih yang tidak lepas dari cakupan horizon,
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cakrawala, dan weltanchaung yang terbentuk berdasarkan perkembangan-
perkembangan yang terjadi di ruang-ruang realitas sosial, maka seharusnya
dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu sebagai hukum yang paling
mungkin benar pada situas dan kondisi tertentu, dari sekian pendapat-
pendapat yang juga mungkin benar.

Demikian pula sebagai sebuah produk kognitf, fikih bersifat
terbuka (Openness) dan sangat mungkin untuk diadakan pembaruan, dan
perbaikan dengan menggunakan world vieuw ilmiah dan wawasan-
wasasan baru seorang fakih bahkan legidlator secara holistik,
multidimensi, agar ditemukan hakikat maksud tidak adanya ketentuan
baku mengenai usia nikah dalam sumber utama hukum Islam, begitu juga
dalam UUD 1945. Terlebih dapat dikatakan pula bahwa ketentuan usia
tersebut merupakan salah satu wasilah menuju keluarga sakinah, bukan
ghayyah, sehingga batas usia tersebut seharusnya selaras dengan
kebutuhan zaman, ditinjau secara komperhensif sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan lingkungan sosia dimana hukum tersebut diterapkan.

. Saran

Secara umum, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan termasuk secara khusus Pasa 7 Ayat (1) dan (2), dan
Keputusan Mahakamah Nomor 30-74/PUU-X11/2014 yang bersifat fina
tentunya layak untuk mendapatkan apresiasi. Akan tetapi, demi kebaikan
berbagai pihak tentunya kedepan diperlukan banyak isntrumen hukum

yang mampu mengarahkan kesadaran masyarakat agar pernikahan
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terlaksana oleh mempela (khususnya perempauan) yang mempunyai bekal
keilmuan yang kuat agar mampu melahirkn generasi berkualitas. Hal
demikian karena perempuan merupakan madrasah al-Gla bagi seorang
anak, sehingga berkualitas atau tidaknya generasi juga turut ditentukan
oleh madrasah al-tla tersebut.

Hal demikian agar tercipta keluarga sakinah, keluargaideal yang di
dalamnya terdapat orang-orang yang saling mengerti, dan berkualitas
untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sangat mungkin di terjang
gelombang besar. Dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh

pasangan yang memiliki kecakapan dari berbagai macam aspek.
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dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan

menurut hukum.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,

dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5076).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap
Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams,
Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun
dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni,

tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.12 WIB, oleh delapan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



234

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar
Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, | Dewa Gede
Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para
Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Terhadap
putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat

berbeda (dissenting opinion).

KETUA,

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

Anwar Usman Maria Farida Indrati
Patrialis Akbar Aswanto
Wahiduddin Adams Suhartoyo
| Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut:
[6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa,
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“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Dalam Penjelasan
Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf a ditetapkan bahwa, “Tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil”.
Selain itu, dalam Angka 4 huruf d antara lain ditetapkan bahwa, “Undang-Undang
ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya
untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan
yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon

suami-isteri yang masih di bawah umur...”

Bahwa dari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan
tersurat dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 4 huruf a dan huruf d UU
Perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan
tujuan dari sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling membantu dan melengkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai
kesejahteraan spirituil dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh
karena itu, calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di

bawah umur...”;

[6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan

pengujian konstitusionalitas frasa “‘umur 16 (enam belas) tahun” yang termuat
dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Para Pemohon antara
lain mendalilkan bahwa, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal a quo

telah mengakibatkan banyaknya praktik “perkawinan anak” di Indonesia.
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Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat,
perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan
dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam
masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang
selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai
penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. Berdasarkan fakta
dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah
menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi
seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam wusia dini yang dapat

menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut:

a. potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak
yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;

b. cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan
rendah/kurang atau bayi lahir cacat;

c. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan
hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;

d. meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka
kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;

e. semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena
kanker serviks;

f. terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan
dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum
siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual;

g. studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila
berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko
terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS;

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis,
dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak,
selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa
sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program waijib belajar
12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan
mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang
mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang
kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap
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berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam
perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik
perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan,
khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah

menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya
menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu
bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan,
yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah
dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan tersebut dianggap sebagai
kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan
berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat
itu, yaitu tahun 1974.

Bahwa dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebenarnya
saat ini bangsa Indonesia, khususnya para pembentuk Undang-Undang sudah
seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam Pasal 7 ayat
(1) UU Perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi
saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih karena UU
Perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Saat ini,
pemahaman bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia juga sudah jauh
lebih maju daripada pada saat UU Perkawinan tersebut disahkan dan
diundangkan. Hal itu terlihat dalam Perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah
mencantumkan pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai
Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara
lain untuk melindungi (to protect)), memenuhi (to fullfill), dan menghagai (to
respect) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan
salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women), yang berkaitan erat dengan Konvensi
CEDAW.

Bahwa dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan
setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa “yang dimaksud
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anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”, ketentuan tersebut ditetapkan
antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di
Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam
beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah
dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak,
khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan
belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya
sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang
menyatakan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” Dengan demikian, bagi
seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah
termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut
seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul

tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak.
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Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU
Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang
terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang
menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan
dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat
membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur
dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai

mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua.

[6.3] Menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di

atas, saya berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7

ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar

hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal
28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan
diskriminasi;

2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual,
budaya, dan spiritual;

3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam
Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena
mereka belum dewasa;

Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara a quo,
Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan
kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang mengandung konsekuensi
bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas
usia perkawinan, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang.
Terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan
sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan
Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law as a
tool of social engineering) yang dalam perkara a quo akan memberikan dampak
pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang

juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak
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sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan
seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian
hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para
Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan
adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah
beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan

permohonan para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

Wiwik Budi Wasito
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No.

Hlm

Fn

Terjemahan

BAB II

01

33

10

Tujuan syari’ dalam pembuatan hukumnya, ialah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan

memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka

BAB IV

120

21

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan

perkataan yang benar

05

120

22

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,

oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
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